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BANDUNG, Prolite – Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bandung mulai mengebut
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda
Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

Ketua Pansus 12, H. Iman Lestariyono, menyebut, revisi perda ini sudah mendesak.
Alasannya, aturan pusat terutama Peraturan Menteri Sosial (Permensos) banyak berubah.
“Ada hal-hal yang perlu disesuaikan, terutama soal penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS),” ujarnya.

Iman mengatakan, beberapa pasal lama sudah tidak relevan. Contohnya, soal undian dan
kegiatan sejenisnya kini tak lagi diatur dalam perda. “Itu diserahkan ke regulasi yang berlaku
di tingkat pusat,” tambah politisi PKS ini.

Baca Juga:Hands For Help Bandung Sukses Salurkan Bantuan Pendidikan di Sekolah-
Sekolah.

Menurutnya, perubahan kali ini juga menyangkut penyesuaian muatan lokal. “Kalau yang
sifatnya nasional, ya tetap kita ikuti. Tapi kalau ada ruang untuk kebijakan daerah, akan kita
sesuaikan. Karena urusan kesejahteraan sosial ini sifatnya kemitraan. LKS memang tidak di
bawah Pemkot, tapi perizinannya tetap lewat pemerintah kota,” jelasnya.

Baca Selanjutnya
Writer’s Block Nggak Selalu Buruk! Saat Kebuntuan Jadi Sinyal Kreatif yang Tak Terduga
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